
     

 
 

 

BUPATI BENGKULU SELATAN 

PROVINSI BENGKULU 
 

 
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN 

NOMOR 16 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  

NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) 

JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR  
DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BENGKULU SELATAN 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan  
melalui peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) Formal dan Pendidikan Dasar (DIKDAS) di Kabupaten 
Bengkulu Selatan dengan dukungan pendanaan BOSDA, 

maka Peraturan  Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 

Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Daerah 
(BOSDA) Jenjang Pendidian Dasar dalam Kabupaten 

Bengkulu Selatan, perlu dilakukan perubahan; 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Bupati Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban 
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan 
Dasar (DIKDAS) dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

 
 

 
 



     

 
 

  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4864); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

   9.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang  
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 6178); 
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor  20360) sebagaimana 
 

 
 



     

 
 

    telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2); 

 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1687); 

 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9); 
 14. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Daerah 
(BOSDA) Jenjang Pendidian Dasar dalam Kabupaten 

Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 
Selatan Tahun 2018 Nomor 07) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu 
Selatan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 
2018 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban 
Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang 

Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidian Dasar dalam 
Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten 

Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 6). 
   

 
M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU 
SELATAN NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) 

JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN 
DASAR DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN 

 

                           

                       PASAL I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan 

Nomor 07 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 
dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Daerah 

(BOSDA) Jenjang Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan 
Dasar dalam Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018 Nomor 07) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu 
Selatan Nomor 07 Tahun 2018 Petunjuk Teknis Penggunaan 

dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Daerah 
(BOSDA) Jenjang Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan 

Dasar dalam Kabupaten Bengkulu Selatan diubah sebagai 
berikut : 

 
 
 
 
 



     

 
 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan 

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu 
Selatan 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Bengkulu Selatan 
6. Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah  yang selanjutnya disebut 

BPKAD adalah Badan yang bertanggungjawab dalam penyaluran dana Biaya 
Operasional Sekolah Daerah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Dasar. 
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 

kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang selanjutnya disingkat 
BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) Formal dan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk memenuhi 

kekurangan Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat. 
9. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar 

kearah pertumbuhan. 
10. Pendidikan Dasar (DIKDAS) adalah jenjang pendidikan awal selama 

sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak pada satuan pendidikan. 
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,  pada setiap jenjang dan 
jenis pendidikan. 

12. RABS adalah rencana anggaran dan belanja sekolah, yang disusun 

berdasarkan program prioritas sekolah. 
13. Pemantauan adalah kegiatan pemantauan perkembangan pelaksanaan 

rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang 
timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan 
(input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar 
yang telah ditetapkan. 

15. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, 
sedang atau akan dilaksanakan sebagai indicator pelaksanaan kegiatan 

sesuai yang direncanakan. 
16. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali 

peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli 
pendidikan. 

 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 
 

(1) BOSDA Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Pendidikan Dasar 
dialokasikan dalam bentuk belanja langsung melalui Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan. 



     

 
 

(2) Besaran alokasi dana sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah 

Daerah (BOSDA) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Pendidikan 
Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(3) Petunjuk teknis penggunaan BOSDA Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini 
Formal dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati. 

 
PASAL II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. 
 
 
 
 

       Ditetapkan di  Manna 
       Pada tanggal, 28 Juni 2021 

 
       BUPATI BENGKULU SELATAN 

 
            ttd 
 

               GUSNAN MULYADI   
Diundangkan di Manna 

Pada tanggal, 28 Juni 2021 
 

       SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU SELATAN 
 

                    ttd 
 

 
         YUDI SATRIA, SE, MM 
 
 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021  NOMOR 16 
 

 
 

 
 

  


